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NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI OAN TATAKERJA PERANGKA T DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2688); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok · 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undaog 
Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembararan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); t 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 4844); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 
di bentuk organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan urusan 
pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan : 
tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, 
serta sarana dan prasarana daerah; · 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat. 
Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan · 
dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 1 
huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah · 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Ba rat. 

Menimbang 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
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Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PER'NAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran 
Negara Repuotik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repubt' . Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan 
Lembaran Neqaru Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian 
Urusan Pemerintah, Pemerintah Oaerah Propinsi dan Pernerintah 
Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orqanisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecarnatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tul1u11 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negurn Republik Indonesia Nomor 
5094); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

' 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu di Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus 
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

.. 



Sekretariat Daerah meruoakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati. 

Pasal2 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

BAB II 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud denqan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten rulang Bawang Barat menurut ; 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; : 

J. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

tl. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat; 
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Ba rat; 
7. As is ten adalah Asisten Sekretaris Ka bu paten Tulang Bawang Ba rat; 
~. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat; 
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
10. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat; • 
·11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 

pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat; 
13. Serita Daerah adalah Serita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBrNTUKAN ORGANISASI DAN 
TATAKERJA PERANGKAT OAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 
BARAT. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

.. 

.. 



(1) Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten, terdiri dari : 
a. sekretaris daerah. 
b. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari : 

1. bagian tata pemerintahan, membawahi: 
a) sub bagian pemerintahan umum; 
b) sub bagian pertanahan; 
c) sub bagian otonomi dan pengembangan daerah. 

~1. bagian hukum dan organisasi, membawahi : 
a) sub bagian perundang-undangan; 
b) sub bagian bantuan hukum dan hak azasi manusia; 
c) sub bagian organisasi. 

3. bagian kesejahteraan sosial, membawahi : 
a) sub bagian sosial; 
b) sub bagian pemberdayaan masyarakat; 
c) sub bagian pendidikan dan agama. 

c. asisten bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari : 
1. bagian perekonomian rnernbawahi : 

a) sub bagian perekonomian rakyat; 
b) sub bagian kerjasama, promosi dan investasi; 
c) sub baqian pengembangan perusahaan dan perbankan. 

2. bagian administrasi µembangunan, membawahi: 
a) sub bagian penataan administrasi pembangunan; 
b) sub bagian pengendalian; 
c) sub bagian evaluasi dan pelaporan pembangunan. 

3. bagian hubungan masyarakat, membawahi : 
a) sub bagian informasi dan dokumentasi; 
b) sub bagian '"'ublikasi; 
c) sub bagian pameran dan penerbitan; 

d. asisten bidang administrasi umum, terdiri dari: 
1. bagian umum, membawahi : 

a) sub bagian umum dan tata usaha keuanqan setda; 
b) sub baqian rumah tangga; 
c) sub bagian bagian protokol dan sandi 

Pasa14 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

( 1) Sekretaris Dae rah mempunyai tug as dan kewajiban membantu Bupati 
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, 
lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat 
daerah; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban Sekretaris Oaerah 
sebaqaimana dimaksud pada ayat { 1 ), menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah; 
b. penqkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis 

daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah; 
c. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; 
d. pembinaan adrninistrasi dan aparatur pemerintah daerah; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 
f. penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

Pasal3 

Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi 

• 

.. 

.. 



( 1) Sekretariat OPRO Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelengaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelengaraan administrasi keuangan DPRD; 

Pasal6 

Paragraf 2 
Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dise,but 
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin 
oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara 
administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal5 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

SEKRETARIAT DEW/N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BAB Ill 

2. bagian perlengkapan dan aset. membawahi : 
a) sub bagian analisa kebutuhan; 
b) sub bagian pengadaan; 
c) sub bagian penyimpanan dan pendistribusian. 

3: bagian keuangan, membawahi : 
a) sub bagian anggaran; 
b) sub bagian perbendaharaan; 
c) sub bagian verifikasi dan pembukuan. 

e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. 

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; • 

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan; 

(4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c 
dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang 
bersangkutan; 

(5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; 

(6) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan ini. 

.. 
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(1) Stat Ahli merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalarn 
memberikan telaahan sesuai dengan bidangnya; 

(2) Stat Ahli bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melakukan 
tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; 

(3J Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati 
dibentuk unsur penunjang sekretariat sebagai unsur stat yang mernpunyai 
tugas memberikan pelayanan administratif. 

• 

Pasal8 

STAF AHLI BUPA r1 

BA8 IV 

( 1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten terdiri dari : 
a. sekretaris DPRD. 
b. bagian persidangan dan risalah, membawahi : 

1) sub bagian rapat dan risalah; 
2) sub bagian perundang-undangan dan perpustakaan; 
3) sub bagian persidangan. 

c. bagian keuangan dan perlengkapan, membawahi : 
1) sub bagian keuangan; 
2) sub bagian perlengkapan; 
3) sub bagian verifikasi dan pelaporan. 

d. bagian umum, membawahi : 
1) sub bagian tata usaha; 
2) sub bagian rtmah tangga; 
3) sub bagian hurnas dan protokol. 

e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dar,;i 
keterampilannya. · 

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD; 

(3) Sub Bagian-Sub Baqrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, e 
dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yanq 
bersangkutan; 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 

. dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD; 
(5) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPHD sebagaimana tercanturn 

dalam lampiran 11, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

c. penyelengaraan adrninistrasi rapat-rapat DPRD; 
d. penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD. 

t 
I 
I 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 12, Dinas 
Pendidikan, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakar. teknis di bidang pendidikan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pendidikan; 
c. pernbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 12 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksankan urusan pemerintahan 
daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

' 
Pasal 11 

(1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. 
di bidang pendidikan; 

(2~ Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertangunag jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kesatu 
Oinas Pendidikan 

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Oinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintaharn 
daerah berdasarkan asas otonomi dun tugas pembantuan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, 
Oinas Oaerah menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuei 

dengan lingkup tugasnya; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oloh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal9 

OINAS-DINAS OAERAH 

BABV 

(4) Staf Ahli terdiri dari : 
a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; 
b. Stat Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber 

Daya Manusia; 
c. Stat Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. 

(5) Bagan struktur organisasi Stat Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
\n\. 



(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : 
a. kepala dinas; 
b, sekretariat, membawahi: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang pendidikan dasar, membawahi : 
1) seksi tarn an kc- rak-kanak, sd/mi dan slb; 
2) seksi sekolah n.enengah pertama; 
3) seksi kurikulum pendidikan dasar dan evaluasi. 

d. bidang pendidikan menengah, membawahi : 
1) seksi sekolah menengah atas; 
2) seksi sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi; 
3) seksi kurikulum pendidikan menengah/tinggi dan evaluasi. 

e. bidang pendidikan non formal dan informal, membawahi : 
1) seksi pendidikan anak usia dini; 
2) seksi pendidikan masyarakat dan kursus; 
3) seksi kesetaraan. 

f. bidang peningkatan mutu pendidik, tenaqa kependidikan (PMPTK) dac 
data pendidikan. membawahi : 
1) seksi pernbinaan pendidikan dan pelalihan pendidik dan tenaga 

kerja kependidikan: 
2) seksi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; 
3) seksi penyusun, pengelolaan dan penyajian data pendidikan. 

g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); 
h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsionaJ 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterarnpilannya. 

(2, Sekretariat sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleri 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; , 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d , e dan f: 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d , e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Ill, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 13 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 



(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: 
a. kepala dinas; 
b. sekretariat, membawahi: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang pelayanan kesehatan, membawahi : 
1) seksi kesehatan keluarga; 
2) seksi gizi kesehatan masyarakat; 
3) seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

d. bidang pengendalian masalah kesehatan, membawahi : 
1) seksi pemberantasan dan penanggulangan penyakit; 
2) seksi pencegahan dan pengamatan penyakit: 
3) seksi penyehatan lingkungan dan pernukiman. 

e. bidang pengembangan sumberdaya manusia dan kesehatan. 
membawahi: 
1) seksi pengernbangan dan pendayagunaan; 
2) seksi pendidikan dan pelatihar.; 
3) seksi registrasi dan akreditasi. 

f. bidang jaminan dan saran a kesehatan, mombawahi : 
1) seksi jaminan kesehatan; 
2) seksi sarana dan peralatan kesehatan; 
3) seksi kefarmasian. 

Pasal 17 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Ur.tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas 
Kesehatan, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 
b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 
c. pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang kesehatan; 
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kesehatan. ' 

Pasal 16 

Dinas Kesehatan rnempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tuqas 
pembantuan. 

Pasal 15 

( 1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah 
bidang kesehatan; 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanqunq jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Oaerah. 

Pasal 14 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian <edua 
Dinas Kesehatan 



Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kependudukan dan catatan sipil: 
c .• pernbinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan 

sipil; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuqas: 

dan fungsinya. · 

Pasal20 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas rnelaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil 
berdasarkan asas otonorni dan tugas pembantuan. 

Pasal19 

( 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur 
pelaksanaan otonomi daerah bidang kependududkan dan catatan sipil; 

(2) Dinas Kependuduakan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 18 

Bagian Ketiga 
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

g. unit pelaksana teknis dinas (UPTO); 
h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan funqsional 

yang terbagi dalam berbagai ke!ompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. · 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. d, e dan f masing- 
rnasinq dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas: 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat ('\) huru~ b, 
masing-masing dipir.1pi11 o\eh seoranq Kepa\a Su'o 'Bagian oeraca dibawah 
can bena11ggu11g\awab kepada Sekretaris Oinas·, 

(5) Seksi-seksi sebagairnana dimaksud pada ayat ('\) huruf c, d, e dan f, 
rnasing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah 
dan bertanqqunqjawa', kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fur.qsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 



(1) Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi 
daerah bidang pendapatan daerah. 

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seoranq Kepala Dinas ye1ng 
berkedudukan dibawah dan bertar.qunqjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal22 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Keempat 
Dinas Pendapatan Daerah 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : 
a. kepala dinas; 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan 

c. b,idang kependudukan. membawahi: 
1) seksi registrasi kependudukan; 
2) seksi penerapan dan penerbitan dokurnen kependudukan. 

d. bidang catatan sipil, rnembawahi: 
1) seksi registrasi catatan sipil; 
2) seksi penetapan dan penerbitan dokumen catatan sipil. 

e. bidang data dan informasi, rnembawahi : 
1) seksi pendataan dan analisa program; 
2) seksi pengendalian dan pelaporan kependudukan dan catatan sipll. 

f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); · 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahUan 
dan keterampilannya. . 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
• seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas; 
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, d dan e mas~g- 

masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah can 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; • 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagiar yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 21 

Paragraf 2 
Susunan Orqanisasi 



' 

( 1) Susunan Orqarus as: Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari 
a. kepala dinas 
b. sekretariat, rnembawahi : 

1) sub baqian umum dan kepeqawaian: 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang pendapatan dan penetapan, membawahi : 
1) seksi pendapatan dan pendaftaran: 
2) seksi perhitungan dan penetapan. 

d. bidang penerimaan dan pengendalian, membawahi : 
1) seksi penaqihan dan penerimaan; 
2) seksi pengendalian dan operasional. 

e. bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi 
1) seksi pembukuan; 
2) seksi pelaporan. 

f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing- 
masrnq dipirnprn oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Oinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurt t, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

I 

Pasat 25 

Paragraf 2 
Susu11c.in Orqauisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas 
Pendapatan Oaerah, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 
b. penyelenggaraan urusan perncrintah dan pelayanan umurn di bidanq 

pendapatan d<:H:~r0\1 , 
c pembinaan dan l)P-'a'Ksci.11(1011 \u<Jas di bidang pendapa\an caerau. 
ct pela'Ksanaan \ugas \am yang dlberl'Kan old1 Bupati sesuai dengnn tugas 

·dan lungs1nya 

Din as • Pendapatan Oaerah mempunyai tug as melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal23 

Pasal 24 



(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : 
a. kepala dinas. 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub baqiari perencanaan; 
3) sub baqran keuangan. 

Pasal29 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 28, Oinas 
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdaqanqau. 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha mikru kocil de111 

menengah perindustrian dan perdaqanqan: 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

koperasi usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi usaha mikro kecil 

dan menengah perindustrian dan perdagangan; 
d. pelaksanaan tugas lain yany diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya . 

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan 
Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
di bidang koperasi, usana mikro kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan. 

Pasal27 

I ; 
' 

Pasal28 

(1) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan 
Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah 
bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan; 

(2) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian' dan 
Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal26 

Paragraf I 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurµf 
g, di'pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanqqunqjawab kepada Kepala Dinas: 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Oaerah adalan sebaqairnana 
· tercantum daiam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini 

Bagian Kelima 
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Perindustrian dan Perdagangan 



' 

(1) Dinas Perhubungan, Kornunikasi dan lnformatika adalah merupakan unsur 
pelaksanaan otonomi daerah bidang perhubungan, komunikasi dan 
informatika; 

(2) Dinas Perhubungan, Kornunikasi dan lnformatika dipimpin oleh seoranq 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 30 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Keenam 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 

' 

c. bidang perindustrian, membawahi : 
1) seksi sarana dan usaha industri; 
2) seksi pembinaan dan pengawasan industri; 
3) seksi monitoring dan penqernbanqan industri. 

d. bidang perdagangan, mernbawarn : 
1) seksi pendaftaran perusahaan dun birnbingan usaha; 
2) seksi ekspor/impor dan standarisasi rnutu: 
3) seksi perlindungan konsumen. 

e. bidang koperasi dan usaha kecit menengah, membawahi: 
1) seksi kelembagaan dun pernberdayaan koperasi; 
2) seksi penge nbangan dan pernberduyuun usaha kecil rnenenqah; 
3) seksi penyuluhan. 

f. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTO); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. 

\2) Sel<-retariat sebagairr.ana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b, dipimpin o\eh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung)awab kepada 
Kepala Dinas: 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, masing- 
maslnq di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas: 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; . 

I 
(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf f, 

dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelornpok, 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menenqah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana · 
tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. · 



(1) Susunan Organisasi 'Jinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, 
terdiri dari : 
a. kepala dinas: 
b. sekretariat, membawahi: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

• c. bidang lalu lintas dan angkutan, membawahi : 
1) seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan; 
2) seksi operasi dan pengawasan lalu lintas dan angkutan. 

d. bidang teknik sarana dan prasarana, membawahi : 
1) seksi sarana dan prasarana; 
2) seksi terminal dan parkir. 

e. bidang komunikasi dan informatika, membawahi : 
1) seksi komunikasi; 
2) seksi informatika. 

f. unit pelaksana teknis dinas (UPTO); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris y8ng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepaia Dinas: , 

(3) Bidanq-bidanp sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, d dan e masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Oinas; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. d dan e, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah . 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

Pasal33 ,· 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

perhubungan, komunikasi dan informatika; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi 

dan informatika; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 32 

Dinas Perhubungan, f,..omunikasi dan lnformatika mempunyai tugas 
melaksanakan urusan 1 -ornerintahan daerah di bidang perhubungan, 
komunikasi dan infrirr1 .rtlka berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

Pasal31 

' 



(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri 
dari: 
a. kepala dinas: 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umurn dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3} sub bagian keuangan. 

c. bidang pertanian, membawahi : 
1) seksi teknis produksi tanaman panqun dan hortikultura 
2) seksi bina usaha, sarana dan prasarana: 
3) seksi ketahanan pangan dan pengernbangan SOM. 

Pasal 37 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas 
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan 

kehutanan; , 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

perkebunan dan kehutanan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 36 

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan 
dan kenutanan beruasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 35 

( 1) Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan adalah merupakan unsur 
pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian, perkebunan dan 
kehutanan. 

(2~ ·rnnas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang . 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah 

Pasal 34 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Ketujuh 
Dinas Fertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebaqaimana dirnaksud pada ayal (1) huruf f, 
dipirnpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinus: 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebaqauuann dirnaksud pad a ayat ( 1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
lnformatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

,. 
~~·:; 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas 
Pe.ernakan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan · . ' penkanan; 

Pasal 40 

Oinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan · 
Pemerintahan Daerah di bidang peternakan dan perikanan berdasarkan asas 
otonomi dan tug as pembantuan. 

Pasal39 

( 1) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksanaan 
otonomi daerah bidang pertanian, peternakan dan perikanan; 

(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanqunqjawab kepada Bupati melalui 
Sekretarts Daeruh. 

Pasal38 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kedelapan 
Dinas Peternakan dan Perikanan 

' 

d. bidang perkebunan, membawahi : 
1) seksi teknis produksi perkebunan: 
2) seksi kelembagaan usaha perkebunan dan kemitraan; 
3) seksi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. 

e. bidang kehutanan, membawahi : 
I) seksi produksi dan inventarisasi tata guna hutan dan lahan; 
2) seksi perlindungan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan. 

t. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliao 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; · · 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing.- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dam 

· bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanqounqjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebaqa'rnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru( 
g, dipimpin oleh seoranq tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas: 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



( 1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari • 
a. kepala dinas: 
b. sekretariat, mernbawahi • 

1) sub bagian umum dan kepeqawaian: 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang peternakan, membawahi : 
1) seksi produksi peternakan; 
2) seksi penyebaran dan perkembangan peternakan: 
3) seksi bina usaha dan pengelolaan husil. 

d. bidang perikanan, membawahi : • 
1) seksi teknis poduksi perikanan; 
2) seksi pengembangan usaha perikanan; 
3) seksi penqelolaan dan pemasaran hasil perikanan. 

e. bidang usaha kesehatan hewan, membawahi : 
1) seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan ternak; 
2) seksi pengamatan, kesmavet, penyidikan, pengendalian dan 

pemberantasan penyakit hewan ternak; 
3) seksi teknologi kesehatan hewan ternak dan lingkungan. 

g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD): 
h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, 
rnasinq-masinq dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanqqungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanqqunqjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur · organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perat• iran ini. 

Pasal41 

Paragraf 2 
Susunan Orqarusa: ,j 

b. penyelenqqaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
pertanian, peternakan dan perikanan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan 
perikanan; 

d. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 



' 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : 
a. kepala dinas. 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang bina marga, membawahi : 
1) seksi pembangunan jalan dan jernbatan: 
2) seksi pemeliharaan jalan dan jernbatan: 
3) seksi operasional, pengendalian, peralatan dan perbekalan. 

'd. bidang cipta karya, membawahi: 
1) seksi perurnahan dan pemukiman; 
2) seksi banqunan dan gedung; 
3) seksi kebersihan, pertamanan dan air bersih. 

e. baqian penqairan, mernbawuhi : 
1) seksi konservasi dan pernanfaatan sumber daya air; 
2) seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air; 
3) seksi bina manfaat. 

f. bidang tata kota dan tata ruang, membawahi : 
1) seksi pemetaan, tata kota dan tata ruang; 
2) seksi pengawasan, pengendalian dan dokumentasi bangunan; 
3~ seksi pertambangan dan energi. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas 
Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pekerjaan umum; 
c. pembinaan dan pelak..anaan tugas di bidang pekerjaan umum; 
d. pelaksanaan tugas tau: yang diberikan oleh 1:3upati sesuai 'denqan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal44 

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 

Pasa145 

Pasal43 

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi 
daerah bidang pekerjaan umum; , 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalu.i 
Sekretaris Daerah. 

Pasal42 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kesembilan 
Dinas Pekerjaan Umum 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidanq 

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 
c. pernbinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan 

! • • 
transmiqrast; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal48 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja den . 
transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuanan. 

Pasal47 

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsur 
pelaksanaan otonomi daerah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; 

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal46 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kesepuluh 
Oinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

g. unit pelaksanaan teknis dinas (UPTO); 
h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsiqnal 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilanr.ya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seoranq Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas: 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat ~1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan :bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercanturn 
dalarn lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari: 
Peraturan ini. 



(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri 
dari: 
a. kepala dinas; 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaiun; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang sosial, membawahi : 
1) seksi rehabilitasi dan sosial; 
2) seksi bantuan sosial; 
3) seksi pengembangan dan bimbingan sosial. 

d. bidang tenaga kerja, membawahi : 
1) seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja; 
2) seksi pelatihan dan perluasan tenaga kerja; 
3) seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja. 

e. bidang transmigrasi, membawahi : 
1) seksi pengarahan, pendaftaran dan seleksi; 
2) seksi pemindahan dan penernpatan: 
3) seksi pemukirran dan pernbinaan. 

f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsiona't 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. : 

(2'1 Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggunyjawab kepada 
Kepala Dinas; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e rnasinq- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas; 

(51 Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. d dan e, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Oinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian 

· yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal49 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 



' 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga, terdiri dari : 
a. kepala dinas; 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan: 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang pariwisata, rnembawahi : 
1) seksi pengembangan, pengelolaan pariwisata; 
2) seksi promosi pariwisata dan daya tarik wisata; 
3) seksi sarana dan prasarana pariwisata. 

d. bidang kebudayaan dan kesenian, membawahi : 
1) seksi pengembangan seni dan budaya; 
2) seksi pelestarian nilai-nilai tradisional dan purbakala; 
3) seksi promosi seni budaya dan dokumentasi. 

e. bidang pemuda dan olahraga, membawahi : 
1) seksi pembinaan dan pengembangan pemuda; 
2) seksi pembinaan dan pengembangan olahraga; 
3) seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. 

Pasal53 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Oinas 
Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda 

dan olahraga; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, 

pemuda dan olahraga; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal52 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, 
kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

Pasal 51 

(1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan 
unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang pariwisata, kebudayaan, 
pemuda dan olahraga. 

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertangungjawab 
kepada 8upati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 50 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kesebelas 
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pernuda dan Olah Raga 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 56, 
tnspektorat 1nenyelc11ggarak<Jn fungsi , 
a. perencanaan program pengawasan ; 
b. perurnusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

Pasal 56 

lnspektorat mempunyai t•Jgas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
urusan pernerintahan di daerah. pelaksanaan pernbinaan atas 
penyelenqqaraan pernerintahan kampunq dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan kampung. 

Pasal 55 

( 1) lnspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah 
daerah; 

(2) lnspektorat dipirnpin oleh seorang lnspeklur yang bertanggungjawab. 
langsung kepuda Bupati dan secaru teknis administratit mendapat · 
pembinaan da.i Sekretariat Daerah. 

Pasal54 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kesatu 
lnspektorat 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

BAB VI 

f unit peiaksana teknis dmas (UPTD): 
g. kelompok jabatan tunqsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yariq terbaoi rialan1 berbaqai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaus yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Keµala D111a::., 

\:JJ l31cJ<J:1g u1JCJ11'::J :.,,_;lJJQJ11nJ:1a cunaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing- 
masrnq d1µ1rntJ1r1 oieh se oranq Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(4j Sub Baqran-Suo baqran sebagarmana drrnaksud pada ayat (1) huruf b, 
masinq-masinq dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawan dun t.1•.:1U:19gung1avvab kepada Sekretaris Dinas; 

(5) Seksl-seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c. d dan e, 
rnasinq-rnasiuq dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; • 

(7) Kelompok Jabatan Fungsicnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



' 

( 1) Susunan Orqanisasi lnsperkorat Oaerah Kabupaten terdiri dari : 
a. inspektur kebupaten: 
b. sekretariat. membawahkan: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 

:3) sub bagian keuangan. 
c. ·inspektur pembantu wilayah I, membawahi : 

1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan; 
2) seks: fJL:il<J<JvvCJs µe111e1111tat1 bidang pernenntahan, 
3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakat. 

d. inspektur pembantu wilayah II, membawahi : 
1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan; 
2) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan; 
3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan. 

e. inspektur pembantu wilayah Ill, membawahi : 
1) seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan; 
2) seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan; 
3) seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan. 

f. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilannya. 

g. kelompok jabatan fungsional auditor. 
(2) Sekretariat lnspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh secrang Sekretaris yang mempunyai tugas rnembantu 
lnspektur dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan 
administrasi pengawasan keuangan, tata usaha dan kepegawaian; 

(3) lnspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. d 
dan e masing-masing dipimpin oleh seorang lnspektur Pembantu 
Wilayah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lnspektur; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun~f ~. 
rnasinq-rnasmo dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertangg· ngjawab kepada Sekretaris; 

(5) Seksi-Seksi sebaqair.iana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e rnasinq- 
masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanqqunqjawab kepada lnspektur Pembantu Wilayah rnasinq-rnasinq 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g, dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf f, adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin 
oleh seorang Auditor senior yang mempunyai tugas melakukan 
pemeriksanaan secara profesional sesuai dengan penuqasan yang 
diberikan oleh lnspektur: 

(8) Bagan struktur organisasi lnspektorat adalah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini , 

Pasal 57 

Paragra1 2 
Struktur Orqanisusi 

u. \)ern\J\11aa11 \ena<:ja \urn:: .. s\ana\ 9en<:do'tmsan c\\ \m\1\<..U\\\101\ 
\<..a'ou?a\en-, 

e. e\Ja\uas\ dan ?e\a?man pe\a\<.sa11aa11 \ugas. 



(1) Susunan Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri 
dari: 
a. kepala badan. 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian um urn dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; • 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang ekonorni, membawahi : 
1) sub bidang produksi, ekonorni dan keuangan; 
2) sub bidang kerjasama pembangunan. 

d. bidang sosial budaya, membawahi : 
1) sub bidang pemerintahan, hukum dan sumber daya manusia; 
2) sub bidang kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi. 

e. bidang fisik dan prasarana, membawahi : 
1) sub bidang prasarana daerah; 
2) sub bidang pengembangan wilayall. 

f. bidang pendataan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan, 
membawahi: 
1 ~ sub bidang pendataan dan pengendalian; 
2) sub bidang penelitian dan pengembangan. 

Pasal 61 

Pragraf 2 
Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sadan 
Perencanaan Pembagunan Daerah, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 
b. pengkoordinasian penyusunana perencanaan pembagunaan; 
c. penyusunan dokumen perencanaan pembagunaan; 
d. pernbinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas perencanaan 

pembagunan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 60 

Badan Perencanaan Pembagunan Daerah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
perencanaan pembagunan daerah. 

Pasal59 

(1) Sadan Perencanaan Pembagunan Daerah adalah merupakan unsur 
perencanaan pembagunan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

(2J Sadan Perencanaan Pembagunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Sadan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa\ 58 
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Pasal64 

Sadan Kepeqawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Oaerah dipimpin oleh 
seor ang Kepala Sadan yang berkedudukan mempunyai tug as melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, 
pendidikan dan latihan daerah. 

Pasal63 

(1) Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Oaerah adalah merupakan • 
unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kepegawaian, pendidikan 
dan latihan daerah; 

(2) Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Sadan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal62 

Paragraf 1 
Kt..dudukan,Tugas dan Fungsi 

Bagian Ketiga 
Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah 

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sadan 
Kepeqawaian. Pendidikan dan Latihan Oaerah, menyelenggarakan Fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan 

latihan daerah; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah derah dibidang 

kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah; 

• 

g. \<.e\ompok jabatan fungsional terdiri dari sejum\ah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterarnpilannya; 

h. kelompok jabatan fungsional perencana. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanqqunqjawab kepada 
kepala Sadan; 

(3~ Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, 
e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang 
bersangkutan; 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
den bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari sejumlah jabatan 
fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahlian dan keterampilanya; 

(8) Bagan struktur orqanisasi Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV, yang merupakan 
baqian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



(1) Susunan Organisasi Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Terdiri 
dari: 
a. kepala badan. 
b. sekretariat membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan: 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang pengadaan dan kepangkatan pegawai membawahi; 
1) sub bidang pengadaan dan mutasi; 
2) sub bidang kepangkatan. 

d. bidang pengembangan pegawai, membawahi; 
1) sub bidang pengembangan jabatan struktural; 
2) sub bidang penqembangan jabatan fungsional. 

e. bidang pembinaan rlan data pegawai, membawahi: 
~) sub bidang pembinaan dan pensiun; 

. 2) sub bidang dokumentasi dan informasi. 
f. bidang diklat pegawai, membawahi: 

1) sub bidang diklat struktural; 
2) sub bidang diklat fungsional. 

g. unit pelaksana teknis badan (UPTS). 
h. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejurnlah jabatan Iunqsiona! 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidanq keahlian 
dan keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Sadan; 

(3) Sidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di 
bawah dan bertanqjunqjawab kepada Kopala l3adan; 

(4) Sub Sagian-Sub Bagian sebagaimana dirnuksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; t 

(5) Sub Bidang-Sub Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e 
dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang be rad a di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Sadan yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(8) Bagan struktur organisasi Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan 
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal65 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 
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( 1 \ Susunan Organisasi Bad an Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Kampung/Kelurahan, terdiri dari : 
a. kepala badan. 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub baqian keuanqan. 

c. bidang pernermtahan karnpung/kelurahan, membawahi: 
1) sub bidang pengembangan kampung/kelurahan; 
2) sub bidang pengelolaan keuangan dan aset kampung. 

d. bidang kelernbagaan sosial budaya rnasyarakat, membawahi : 
1) sub bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat; 
2) sub bidang pengernbangan sdm dan partisipasi masyarakat. 

e. bidang usaha pen~crnbangan perekonomian masyarakat membawahi: 
1) sub bidang usaha ekonomi masyarakat; 
2) sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal. 

Pasal69 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 68, Sadan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, 
menyelenggarakan fungsi 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintah kampung/kelurahan; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerirrah daerah 

dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung/ kelurahan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarat<at 

dan pemerintah kampung/kelurahan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal68 

Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung/Kelurahan 
mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidanq pernberdayaan masyarakat dan pernerintahan 
kampunq/keluranan 

Pasal67 

( 1) Sadan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintah Karnpunq'Kelurahan 
adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidanq 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Kampung dan Kelurahan; 

(2) Sadan Pembedayaan Masyarakat dan Pernerintah Kampung/Kelurahan oleh 
seorang Kepala Badan yang berkedudukan dt bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal66 
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Untuk melaksanakan tuqas sebaqairnana dirnaksud dalam Pasal 72, Badan 
Ke.satuan Bangsa dan Politik Daerah, menyelenggarakan fungsi: 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik strategis, 

hubunqan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dan 
penanggulangan bencana; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang kesatuan bangsa, politik strategis, hubungan antar lembaga dan 
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana; 

Pasal72 

Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Oaerah mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah d1 bidang kesatuan bangsa 
dan polit.ik daerah. 

Pasal 71 

( 1) Sadan Kesa tu an Bangsa dan Politik Oaerah adalah merupakon unsur 
pendukung tugas Kepala Daerah dibidanq kesatuan bangsa dan politik 
daerah; 

(2) Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dipimpin Oleh seorang 
Kepala Sadan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Supati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal?O 

Paragraf 1 
KE fudukan. Tugas dan Fungsi 

Bagian Kelima 
Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik Daerah 

f. unit pelaksanaan teknis badan (UPTB). 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keanlian 
dan keterarnµilannya. 

(2) _Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bad an: 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf o, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; · 

(5) Sub Bidang-Sub Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. d 
dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sidang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sidang yang bersangkutan; 

(6) Unit Pelaksana Teknis Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dipirnpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, . 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok · 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(8; Bagan struktur organisasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Kampung/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



' 

( 1) Susunan Organisasi Bad an Kesa tu an Bangsa dan Politik Dae rah, terdiri 
dari: 
a. kepala badan. 
b. sekretariat, membawahi : 

1) sub bagian urn um dan kepegawaian; 
2) sub bagian perencanaan; 
3) sub bagian keuangan. 

c. bidang kesatuan bangsa, mernbawahi : 
1) sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa; 
2) sub bidang ketahanan bangsa dernokratisasi. 

d. bidang politik strategis, membawahi : 
1) sub bidang pengkajian masalah politik dan pemerintah; 
2) sub bidang pengkajian masalah sosial, ekonomi dan hak asasi 

manusia. 
e. bidang hubungan antar lembaga, mernbawahi : 

1) sub bidang hubungan an tar lembagu oksekutif dan legislatif; 
2) sub bidang pembinaan organisasi masyarakat, politik dan LSM. 

f. unit pelayanan teknis badan (UPTB); 
g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlia~ 
dan keterampilannya. · 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin ole~ 
seo'rang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala Sadan; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e masing- 
rnasinq dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dao 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru.f b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d 
dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di 

. bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 
(6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hµruf 

g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Sadan yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(8) Bagan struktur organisasi Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal73 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

t 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik 
strategis, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dan 
penanggulangan bencana; 

d. pelaksanaan tugas lain di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 



' 
(1) Susunan Organisasi Satuan Palisi Pamang Praja, terdiri dari : 

a. kepala kantor; 
b. sub bagian tata usaha; 
c. seksi ketentraman, ketertiban umum dan operasional; 
d. seksi penegakan perundang-undangan; 
e. seksi pengembangan kapasitas; 
f. seksi perlindungan masyarakat 

Pasal 77 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Satualil 
Palisi Pamang Praja, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum, 

penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas 
dan perlindungan masyarakat; 

b. pelaksaan tugas ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan 
perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindunqan 
masyarakat; 

c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang ketentraman, ketertiban 
I 

umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangaq 
kapasitas dan perlindunqan masyarakat; ' 

d.' pengkaardinasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, 
penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas 
dan perlindungan masyarakat: 

e. pembinaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan 
perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan perlindungan 
masyarakat; 

f. pelaksanaan tugas lain di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal76 

Satuan Palisi Pamang Praja mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenqqaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban 
umum, , penegakan peraturan perundang-undangan dan pengembangan 
kapasitas dan perlindungan masyarakat. 

Pasal 75 

\i) Sa\uan ?o\\s\ ?among ?ra\a aaa\an mem?a'i<-an unsuf ?endu\<.ung \ugas 
Kepa\a Oaearah di b"1dang \<.etentraman, ketertiban umum, penegakan 
peraturan perundang-undangan dan pengembangan kapasitas dan 
perlindunganmasyarakat; 

(2) Satuan Palisi Pamang Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daearah. 
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(") Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri 
dari: 
a. kepala kantor; 
b. sub bagian tata usaha; 
c. seksi bina dan pengawasan dampak lingkungan; 
d. seksi konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup; 
e. seksi mitra lingkungan dan kelembagaan sumber daya manusia; 

Pasal81 

Paragraraf 2 
Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Kantor 
Penqelolaan Ungkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lingkungan hidup 

daerah; t 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah derah dibidang 
pengelolaan lingkungan hidup daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup 
daerah; 

d pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dan fungsinya. 

Pasal80 

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
Lingkungan Hidup. 

Pasal79 

( 1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hiaup Dae rah adalah rnerupakan unsur- 
. unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup; 

(2) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Oaerah dipimpin oleh Kepala 
Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah . 

Pasal78 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Ketujuh 
Kantor Pengelolaan Ungkungan Hidup Daerah 

g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahsan 
dan keterampilan. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Satuan. 

(3) Seksi-seksi sebagai.nana dimaksud pad a ayat (1 ), dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Satuan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. 

(5) Bagan struktur organisasi Satuan Palisi Pamong Praja sebagaimana 
tercantum dalam lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

• 



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan di Kabupaten; 
b. Memfasilitasi sumber daya penyuluhan di Kabupaten dan Kecamatan; 
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran 

materi penyuluhan bagi masyarakat, petaru dat 1 pelaku usaha pertanian: 
d. Melaksanakan penyuluhan dan mengernbangkan mekunisme, tata kerja 

dan metode penyuluhan: 
e. Menumbuhkembangkan kelernbagaan potani; 
f. Melaksanakan penbinaan, pengembanga, kerjasama kemitraan dan 

pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan sarana dan 
prasarana serta pembiayaan penyuluhan. 

Pasal 84 

Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelengaraan 
pemeriritahan di daerah dibidang pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan 
dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya atas izin 
Bupati. 

Pasal83 

(1~ Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas 
pemerintah daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan; 

(2) Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
dipimpin oleh semang Kepala Sadan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tuqas dan Fungsi 

Pasal82 

Bagian Kesatu 
Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

LEMBAGA LAIN SEBAGAI SAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH 

f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha selJagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin 
oleh .seoranq Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawa:b 
kepada Kepala Kantor; 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Hyc.tt ( 1 ), dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Kantor; 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorarg tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(5) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran XX, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

SASVll 



(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah 
. merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 

Pasal86 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Bagian Kedua 
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Pasal85 

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikana~ ' 
d·an1Kehutanan, terdiri dari: 
a. K.epala oadan. 
b. se\<.xe\ar\a\, mernbawa'n\ ·. 

"\) sub 'oag\an urn urn c.lan \<.e?ec;)a'Na\mY, 
'2) '2:.ub ba~\a11 ?ernnc::a.naaw, 

?>) sub bag\an \<.euangan. 
c. bidang argibisnis dan kemitraan, membawahi · 

1) sub bidang argibisnis; 
2) sub bidang kemitraan; 

d. bidang pengkajian, pelayanan informasi dan teknologi, membawahi : 
1) sub bidang pengkajian dan penerapan teKnologi;; 
2) sub bidang pelayanan informasi dan teknologi; 

e. bidang pencernbanqan kelembagaan dan penyelenggaraan 
penyuluhan, membawahi : 
1) sub bidang kelembagaan petani dan penyuluh; 
2) sub bidang pelatihan dan tata penyuluhan; 

f. unit pelaksana teknis badan (UPTB); t 

g. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Badan; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

('1) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

(fi) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e 
can't. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Sidang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sidang yang bersangkutan; 

(o) Unit~ Pelaksana Teknis Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Sadan yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h, 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan; 

(8) Bagan struktur organisasi Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
XXI; yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 



('1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana, terdiri dari : 
a. kepala kantor; 
b. sub bagian tata usaha; 
c. sekai keluarga berencana; 
d. seksi pemberdayaan perempuan; 
e. seksi evaluasi dan pelaporan; 
f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Kantor; 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Kantor; 

(4) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran XXll, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal89 

Paragraf 2 
Struktur Organisasi 

d' · · oleh (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana . ipnnpm b 
seoranq Kepala Kantor berke~udukan di bawah dan bertanggun91awa 
kepada Bupati melalui Sekretanat Oaerah. 

Pasal 87 

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana me~p~nyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah d1b1dang 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

Pasal 88 

Untuk melaksanakan tuqas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Ka~tor 
Pemberuayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menye\enggara an 
rungs\·. 
a. ?en1musan \<.ec\\a\<.an \e\<.n\~ tl\ c\tlang ?~m'oe{da'Jaan ?eteffi?U\ln dan 

¥..e\ua~~a ce~encana·, 
c. 9emcefran tlu¥..un~an a\a~ \)en'je.\enggmaan \)eme,\n\a~ ~ae'a~ t.\\ 'ti\t.\an~ 

c\tlang µemcettla'jaan µernmµuan tlan \<-e\umga 'oe{encana·, 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan pmompuan 

dan keluarga oerencana; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya . 
t. 



(1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 
Terpadu Satu Pintu, terdiri dari · 
a. kepala kantor; 
b. sub bagian tata usaha; 
c. seksi pelayanan perizinan dan pengolahan perizinanan; 
d. seksi informasi dan pelayanan pengaduan perizinan; 
e. seksi penanaman modal; 
f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan luuqsioual 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidanq keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1 ), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab · 
kepada Kepala Kantor; 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayut (1 ), dipirnpin oleh seoranq 
Kepala Seksi, y<Jng berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
j<epal,a Kantor; 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

Pasal93 

Paragraf 2 
Struktur Organisasi 

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Kantor 
Penanarnan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan 

perijinan terpadu satu pintu; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan 

pelayanan perijinan terpadu satu pintu; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 
rnempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
pelayanan perizinan dan penanaman modal. 

Pasal 91 

Pasal 92 

(11 Kantor f1t~11LJ11d111d11 Mou<JI dC111 f:.ie1ayL111311 Perijinan Terpadu Satu Pintu 
merupakan lernbaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas 
pemerrntah daer ah oidanq pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman 
modal. 

(2) Kantor Penanarnan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudul.an, Tugas dan rungsi 

Bagian Ketiga 
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijlnan Terpadu Satu Pintu 

·~- 



' 

(1) Susunan Organisasi 3ekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri 
Sipil Republik Indonesia, terdiri dari : 
a. sekretaris; 
b. sub bagian umum dan kerjasama; 
c. sub oaqian olahraga, seni budaya, mental dan rohani; 
d. sub bagian usaha, bantuan hukum dan sosial; 
e. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

Pasal 97 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 .. 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama; 
b. penyelenggaraan kegitatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan 

rohanl; 
c. penyelenqqaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; 
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaran sekretariat pengurus korps · 

pegawai negeri sipil republik kabupaten; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 

Dan Korps Peqawai Negeri Sipil Republik dan Ketua Pengurus Korps 
Pegawai Negeri Sip:! Republik Kabupaten. 

Pasal 96 

Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelengaraan 
pemerintahan di daerah di bidang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya atas izin Bupati. 

Pasal95 

!).' 

\I) Sekretariat Pengurus Ko rps Pegawai Nogeri Sip ii Republik Indonesia 
merupakan lembaga struktural organik sebagai unsur pendukung tugas 
Pemerintah Oaerah dibidang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik 
Indonesia; 

(2) Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai 
Negeri Sipil Republik Indonesia dan secara administratif bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

Modal dan Pelayanan . . Kantor Penanaman I . n 
(5) Bagan Struktur Organisas~ b aimana tercantum dalam arnpira 

... T du Satu Pmtu se ag · t n ini Pen1inan erpa . t'd k terpisahkan dart Pera ura . 
XXlll. yang merupakan bag1an I a 

~ ~apgian Ke~~,~~~ri Sipil Republik Indonesia 
SeK~e\ana\ Pengurus Korps egawa 

?a~aCd~a\ '\ 
¥-..~0.'UO.\J.'¥..O.\\, \ 'U~O.~ Ca\\ t 'U~~~\ 



(1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas u~num 
perherintahan, meliputi : 
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan; 
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

Pasal 100 

Paragraf 3 
Tugas dan Fungsi 

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai 
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 
dipimpin oleh sear ang Ca mat yang berkodudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati rnelalui Sekrotaris Daerah Kabupaten. 

Pasal 99 

Paragraf 2 
Keducukan 

l . 

Pasal98 

(1) Denqan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

(2) Kecamatan pada Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana 
dimaksud ayat (1 }, adalah : 
a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah; 
b. Kecamatan Tularu, Bawang Udik; 
c. Kecamatan Gunung Terang; 
d. Kecarnatan Gunung Agung; 
e. Kecamatan Lambu Kibang; 
f. kecamatan Way Kenanga; 
g. Kecamatan Tumijajar; 
h. Kecamatan Pagar Dewa. 

Paragraf 1 
Pembentukan 

Bagian Kesatu 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

KECAMATAN 

BABVll 

t 

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, G 
dan d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan 
berta'nggungjawab kepada Sekretaris; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok 
yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; 

(4J Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri 
Sipil Republik Indonesia Kabupaten sebagaimana tercantum dalam 
lampiran XXIV, yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 



(1) Susunan Orqanis as Pemerintahan Kecamatan, terdiri dari 
a. carnal, 
b. sekretariat kccamatan. .nemcawahi : 

1) sub baqian urnurn dan kepegawaian: 
2) sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. seksi pemerintahan; 
d. seksi pembangunan; 
e. seksi kesejahteraan; 
f. seksi pelayanaan · mum; 
g. seksi ketertiban urr.urn 
h. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), huruf b 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Camat; ' 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), huruf c.d.e, dan t. 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris 
Kecamatan; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
masing-mnsing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut 
g, dipimpin cleh seorang Pejabat Fungsional senior sebaqai ketua 
kelo1mpok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat; 

(6) Baqan struktur Orqanisasi Kecamatan Kabupaten sebagaimana tercantum 
dalam lampiran XXV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 101 

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kcqiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan, 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau 
kelurahan; 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
kampung atau kelurahan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1 ), Camat melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 
perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 
penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan yang dilimpahkan oleh 
Bupati; 

(3) Untuk menyelenggarakan tug as sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ini, Kecamatan mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat; 
b. penyelenggaraan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya; 
c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 
d. pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya; 
e. pengelolaan ketatausahaan. 



Pasal 105 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

( 1) Kelurahan mempunyai tug as rnenyelenggmakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh 
Bupati. 

(2) Untuk menyelenggarakan tug as sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Kelurahan, mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. pemberdayaan masyarakat; 
c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
e. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

Pasal 104 

Paragraf 3 
Tugas dan fungsi 

Kelurahan merupakan perangkat daer ah Kabupaten yang berkedudukan di 
wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang l.urah yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupali ruelalui Carnal. 

Pasal 103 

Paraqraf ~ 
Kedudukan 

(1) Oengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

(2) Kelurahan pada Kabup iten Tulang Bawang Berat sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1 ), adalah : 
a. Kelurahan Dayamurni; 
b. ~elurahan Mulya Asri; 

Pasal 102 

Paragraf 1 
Pernbentukan 

Bagian Kesatu 
Pernbentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

KELURAHAN 

BAB VIII 

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari 
a. lurah: 
b. sekretariat kelurahan; 
c. seksi pemerintahan; 
d. seksi pemberdayaan masyarakat; 
e. seksi ketertiban dan ketentraman; 
f. seksi pembangunan; 
g. kelompok jabatan fungsional. 

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), huruf b 
dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Lurah; 



' 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya; 

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan seorang tenaga 
fungsional senior sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan 
fungsional dimaksud; 

(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) dibentuk berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja; 

(ti) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 108 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BABX 

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan terdiri dari 
a. Sub Sagian Tata Usaha; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Sadan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

(3) Agar Lembaga Teknis Oaerah dapat berdayaguna dan berhasilguna 
dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dapat : 
a. membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan; 
b. menghapus unit pelaksana teknis bila tidak diperlukan; 
c. menggabungkan unit pelaksana teknis untuk memperoleh elisiensi. 

(4) Dalarn Lembaga Teknis Oaerah dapat dibentuk satuan tugas yang 
bersitat non struktural yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis 
operasional. pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, pelayanan 
kepada masyarakat demi meningkatkan dayaguna dan hasilguna. 

Pasal 107 

(1) Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan Sadan adalah unsur pelaksanaan 
teknis pada dinas dan badan; 

(2) Unit Pelaksana Teknis Oinas dan Sadan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

Pasal 106 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN SADAN 

BAB\X. 

· . . k d , d ayat (1) huruf c, d, e, dan f, 
(3) Seksi-seksi sebaga1mana dirna su pa a . , b da di bawah 

masin -masing dipimpin oleh seorang Kepala Seks1 y~ng era . 
dan b2rtanggungjawab kepada Lurah r:ielalui ~ekretans Kelurah:;·1 huruf 

(4) Ke\ompo\<.. Jabatan Fungsional sebaga1mana ~1maksud ~ada a~ (.) \<.e\ua 
(d, d\?\m?\n o\e'n semang ?e\aba\ \=un9s1ona\ semm se aga1 

¥..e\aro~a¥:, . ~ ~ 
\~) ~o.~o.~ ~\~\}.~\\}.~ (J~~o.\\\~o.i\ ¥-..rc\10.~o.'\\o.~ ~rc~o.~o.,mawa \rc\~a~\~m ~am. 

\o.ro~\~o.~ '1--.'#-..'\.l\, 'iO.N~ roe~'-}.\:)O.~O.t\ ~O.~\O.\\ '\O.\\~ \\~O.~ \~\~\~O.~~a\\ ~O.\\ 
?e~o.\'-}.~O.~ \\\\. 



' 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan 
Kelqmpok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan, 
instansi vertikal sesua' dengan tugas masing-masing; 

(2) Setiap Pimpinan Sat.ran Organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- 
lanqkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

(3) Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan mernberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 

Pasal 111 

TATA KERJA 

BABXlll 

(1: Pejabat Esselon II pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat 
persetujuan Gubernur; 

(2) Pejabat Esselon Ill di bawah pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat 
dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah; 

(3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan struktural sesuai dengan 
peraturan perundang-udangan yang berlaku. 

Pasal 110 

· PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

BAB XII 

Pasal 108 

ESELONERING 

BABXI 

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon Ila; 
(2) Asisten, lnspektur, Kepala Dinas, Kepala Sadan, Sekretaris DPRD 

merupakan Jabatan Struktural Eselon lib; 
(3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat, Camat, Kepala Baqian 

pada Sekretariat DPRD, lnspektur Pembantu Wilayah pada lnspckloral, 
Sekr,etaris pada Dinas dan Sadan merupakan Jabatan Struktural Eselon 
Illa; 

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan. Sekretaris Camat, Sekretaris 
KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon lllb; 

(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Lurah, Kepala 
UPTD dan UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa; 

(6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kclurahan, Kepala Tata Usaha 
pada Sekolah Kejuruan, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat 
Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb; 

(7) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala 
Tata Usaha sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan Jabatan Struktural 
Eselon Va; 

(8' Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai dengan bidang 
keahliannya merupakan jabatan non eselon. 

• 
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'Jitetapkan di Panaragan 
pada tanggal 7 Januari 2011 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang dapat rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Pasal 115 

Dengan berlakunya peraturan int, maka segala ketentuan yang bertentangan 
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 114 

(1) Rincian tugas, fungsi dan tatakerja Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 
disampaikan kepada DPRD Kabupaten. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 
disampaikan kepada DPRD Kabupaten. 

Pasal 113 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XIV 

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memenuhi 
petunjuk-petunjuk dan pertanqqunqjawaban kepada atasanya masing- 
masing dan menyiapkan laporan secara berkala; 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

( 

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu melakukan 
berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana 
pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan 
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan 
maksud dan tujuan di atas dibutuhkan penyelenggaraan pemerintah yang dapat 
memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang t 

efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta 
adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan 
antara pusat dan daerah. 

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tulang Bawang Ba rat, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu di bentuk organisasi perangkat 
daerah dalam melaksanakan urusan pernenntah dengan memperhatikan kebutuhan, 
potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta 
sarana dan prasarana daerah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 

I. UMUM 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

TENT ANG 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

ATAS 

PENJELASAN 
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Pasal 11 
Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal8 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal7 
Ayat ("I) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Pasal5 
Cukup Jelas. 

Pasal6 
Ayat (1) 
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Ayat (8) 
Cukup Jelas. 

P.asal 14 
Ayat(1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat ('I) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 
Ayat (6) 

Cukup .Ielas 
Ayat (7) 

Cukup Jelas. 
/l yat (8) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Avat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

. Cukup Jelas . 

' Ayat (5) 

f Cukup Jelas 
Aval (6) I Cukup Jelas. I Ayat (7) 

Cukup Jelas. 
I Ayat (8) 

l Cukup Jelas. 
I Pasal22 
' Ayat(1) j 

. ' Cukup Jelas. 
I Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Pasal23 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas 
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Ayat (1) 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas 

Pasal30 
Ayal (1) 
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Ayat (5) 
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Ayat (6) 

Cukup Jelas 
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Cukup Jelas. 
l\yat (8) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Aya~ (5) 
Cukup Jelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal35 
Cukup Jelas. 

Pasal 3(3 
Cukup Jelas. 
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/\yat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
,t,yat (5) 

Cukup Jelas. 
Ayat (6) 

Cukup Jelas. 
Ayat (7) 

Cukup Jelas. 
Ayat (8) 

Cukup Jelas. 

Pasal34 
Ayat (1) 
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Ayat (2) 
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Ayat (4) 
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Ayat (5) 
Cukup Jcla: 

Ayat (6) 
Cukup Jelas. 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Ayat (8) 
Cukup Jelas 
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Pasal51 
Cukup Jelas. 

Pasal50 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 
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Ayat (5) 
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Ayat (6) 
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Ayat (7) 
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Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 
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Pasal43 
Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
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Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
P.yat (3) 
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Ayat (1) 
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Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

Cukup Jelas. 
Ayat (7) 

Cukup Jelas 
Ayat (8) 

Cukup Jeias. 

Pasal 55 
Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 

Pasal 57 
Ayat (1) 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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• Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas . 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

Cukup Jelas 
Ayat (7) 

Cukup Jelas. 
Ayat (8) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas. 

Pasal65 
Ayat(1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (6) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jetas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jeias 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Ayat (8) 
Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Avat (4) 
Cukup Jelas 

A'1at (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

Ayat (7) 
Cukup Jelas. 

Avat (8) 
Cukup Jelas. 
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Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
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Pasal 76 
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Ayat (5) 
Cukup Jelas 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas. 
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Pasal 90 
A1at (1) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 

Pasal88 
Cukup Jelas 

Pasal89 
Ayat(1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
Ayat (4) 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
Ayat (3) 
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Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
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Ayat (7) 

Cukup Jelas. 
Ayat (8) 

Cukup .Ielas 
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Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas 
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Cukup Jelas. 

Pasal 107 
Ayat(1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 106 
A1at ( 1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jclas 
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Ayat Cl ) 

Cukup Jclas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Avat (4) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jel;JS 

Pasal 103 
·Cukup Jelas 

Pasal 104 
Ayat(1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 102 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 
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Ayat(1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 
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Cukup Jelas. 
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Ayat (7) 
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